PEASED SYRMEPAD JERTEY W AN ¥
BV O AMATAN [ F KNG

E3 A N/ INEIN

PR RATURAN DIV SA NOVINGIN

NOMOe 2 T AMIIN 0103
TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGRINGIN,
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masvarakat Desa;

_bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngringin Tahun

Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan
dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf 2 dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
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Indonesin Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),

5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara  Fepublik  Indonesia
Nomor 5601),

6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 2020 Nomor 745,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 657 3),

7. Undang Undang  Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antarn Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomaor 6757),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan FEvaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Q. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang
pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa,

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa,

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
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19 Peraturan Menteri Dean. Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Tranamigrasi Nomor 16 Tahun 2019 ferdtang Muayawarah Deaa,

Peratiian Menteri eaa. Pembangunan Daestah Tertinggal dan
Tranemigiasi Nomer 8 Tahian 2020 tentang Priotitas Penggunaan

—
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20 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjulk Nomor 1 Tahun 2016
tertang Desa (Lembaran Dasrah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016
Nomor 2) sebagaimana telah dinthah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomaor 3 Tahun 2077
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomer 3,

) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengarusitamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3),

23 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 20182023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun
2023,

24 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2022 Nomor 7);

25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2022 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

27.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

29 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023,;

32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023.

33.Peraturan Desa Ngringin Nomor 4 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngringin Tahun
2023 Nomor 4)
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRINGIN
dan
KEPALA DESA NGRINGIN

MEMUTUSKAN:
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setapkan PERATURAN DIESA  TENTANG  ANGOARPAN  PENDAPATAN  DAN
PNELANIA DEAA TAIUN ANGIOARAN 2021

Paanl |
Anggatan Pendapatan dan Delania Desa (APRDeaa) Taliun Anggatan
MO0 aebmpat oo
Pendapatan Dean Rp ) 106 094 980
1. Relanja Dean Rp. 2.113,964.413.84
Surplus/(Defisit) Rp (7.873.433,84)
2. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 17.873.433,84
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 10.000.000
Selisih Pembiayaan (a-h) Rp. 7.873.433,84

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar
biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 5
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melakukan peoababan Peraturan Kepala Deaa fentang Benjabara

AP Dean dan memberitahukannya kepada BPD

Paanl 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal dinndanghkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahlkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dess
Ngringin.

Ditetapkan di Ngringin
pada tanggal 03 Januari 2023

K};PALA DE&A NGRINGIN,

undangkan di Ngringin
na tanggal 03 Januari 2023

MBARAN DESA NGRINGIN TAHUN 2023 NOMOR 2
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